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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.
Salah satu kegiatan usaha perbankan syariah ialah memberikan pembiayaan, produk perbankan syariah yang masih mendominasi ialah menyalurkan pembiayaan, mengingat perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Istilah kredit di lingkungan bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan).

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah dalam melakukan peluncuran pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip. Salah satu di antaranya ialah prinsip kehatian-hatian (prudential principles), wujudnya ialah The Five C’s of Credit Analysis (5C) atau yang dikenal dengan prinsip 5 C, suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan.

Corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah, memberikan suatu akurasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak bank syariah harus diamankan seketat mungkin mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat dan juga mengingat prinsip ketahanan yang ditekankan oleh undang-undang perbankan. Perjanjian pembiayaan yang dirakit perlu pengamanan yang mantap seiring dengan prinsip ketahanan yang diacu oleh pihak perbankan syariah selaku kreditor. Untuk keperluan itu sektor hukum sudah pula menentukan sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan hukum jaminan.
 Pemberian fasilitas pembiayaan ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian pembiayaan tersebut.

Dalam hukum Islam (fiqh) jaminan selain dikenal dengan istilah harta benda  juga dikenal dengan istilah kafalah. Kafalah bermakna pemberian jaminan bagi orang yang berhutang ketika belum mampu membayar.
 Jaminan dalam bentuk harta benda dikenal dengan gadai (rahn). Gadai adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.
 
Jaminan dalam hukum perdata adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah tersebut dibedakan, istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan". Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998, yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia".
Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip wadi’ah yad dlamanah (titipan), dan mudharabah (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/al-ba’i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qard (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential).
Berdasarkan prinsip tersebut, bank syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan yang menggunakan skim murabahah.
Landasan diterapkannya prinsip prudential banking adalah Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

a.   Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

b.   Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 127 menyebutkan bahwa penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya dalam akad murabahah. Walaupun begitu, jaminan tidak termasuk dalam rukun atau syarat murabahah. Jaminan diperlukan oleh bank syariah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mengurangi resiko jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

Fatwa DSN yang menjadi dasar dalam pembiayaan di perbankan syariah tidak membahas tentang jaminan secara spesifik, namun terkait dengan pembiayaan murabahah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Menurut fatwa tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan murabahah, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukan merupakan sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan murabahah.

Pembebanan jaminan kepada nasabah debitur tersebut, juga berlaku pada Bank Kal-Sel Syariah Cabang Kandangan. Bank Kal-Sel Syariah Cabang Kandangan membebankan jaminan kepada nasabah debitur karena dana yang dikucurkan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan kepada debitur sebagian besar juga berasal dari dana milik nasabah lain yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito, sehingga dana-dana tersebut harus diamankan oleh Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan. Selain hal tersebut, pembebanan tersebut dilakukan guna mengurangi risiko sesuai dengan ketentuan dana perbankan.
Tujuan dari pembebanan jaminan terhadap nasabah kreditur sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur”.

Begitu juga pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan Prinsip  Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS”. Untuk itu dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut. Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas”.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk murabahah. Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.
 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga memberikan definisi tentang murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Didalam pembiayaan murabahah, jaminan diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah dalam melakukan peluncuran akad murabahah dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, salah satu diantaranya adalah prinsip kehati-hatian sehingga bank syariah harus mengamankan dana yang berasal dari masyarakat dan mengingat ketahanan yang ditekankan oleh undang-undang perbankan sehingga akad murabahah yang dikucurkan perlu pengamanan yang mantap yang dituangkan dalam bentuk jaminan.
  Jaminan murabahah diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.
 

Setiap bank syariah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk akad pembiayaan murabahah, mensyaratkan keharusan adanya jaminan bahwa pokok dan bagi hasil kembali tepat waktu. Untuk menjamin kembalinya pembiayaan yang akan disebutkan kepada nasabah sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 21 tahun 2008 berbunyi Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, maka jaminan yang utama dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah adalah adanya keyakinan dari pihak Bank bahwa nasabah mampu mengembalikan seluruh pembiayaan dan keuntungan bagi hasil tepat pada waktunya atau adanya kelayakan penyaluran dana. 

Untuk menilai adanya kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2) tentang Perbankan Syariah telah menentukan kriteria yang berbunyi: (2) untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Syari’ah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah menerima fasilitas. 
Dalam suatu pembiayaan dengan menggunakan skema syariah di Indonesia, khusus untuk perjanjian jaminan masih tetap tunduk dan menggunakan seluruh ketentuan hukum jaminan yang diatur dalam hukum positif. Oleh karena itu, seluruh ketentuan jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit secara konvensional, juga berlaku bagi pembiayaan dengan menggunakan skema syariah dalam perbankan syariah. Bank syariah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sehingga dengan tunduk pada ketentuan tentang jaminan yang diatur dalam hukum positif, maka dikhawatirkan prinsip-prinsip syariah tersebut tidak dapat dipenuhi yang pada akhirnya tidak ada perbedaan antara syariah dengan konvensional.
Berdasarkan uraian di atas, maka hukum jaminan dalam pembiayaan syariah di perbankan syariah diperlukan dalam rangka menjaga dana masyarakat, namun ketentuan jaminan yang mencerminkan konsep syariah sebagaimana yang termuat dalam literatur fiqh ternyata belum diterapkan karena belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang jaminan bagi bank syariah di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, pihak bank masih menerapkan ketentuan jaminan yang berlaku dalam perbankan konvensional. Bentuk jaminan yang diterapkan oleh bank konvensional dan diterapkan juga pada perbankan syariah adalah hak tanggungan untuk benda tidak bergerak dan fidusia untuk benda bergerak. Fungsi dari jaminan ini lebih bersifat kehati-hatian dari pihak bank apabila nasabah tidak serius melaksanakan pembiayaan yang telah diajukannya, maka pihak bank akan menyita jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Jaminan merupakan bentuk dari ikatan kepercayaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, dengan adanya jaminan, pihak bank merasa aman dan pihak nasabah juga memperoleh biaya yang dibutuhkannya. Dengan konstruksi hukum jaminan yang sesuai dengan syariah dalam pembiayaan syariah yang masih belum jelas ketentuannya sehingga masih belum diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia, maka penulis merasa tertarik untuk mengamati serta membahas bagaimana penerapan hukum jaminan dalam pembiayaan murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan, yang selanjutnya akan penulis bahas dalam penelitian ini dengan judul “Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan”.
B. Rumusan Masalah.
Agar penelitian yang akan dilakukan dapat difokuskan pada persoalan yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dirumuskan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan hukum jaminan dalam pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan?
C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum jaminan dalam pembiayaan Murabahah di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dengan penelitian ini diharapakan dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu pengetahuan hukum Islam dalam realitas dunia perbankan modern, yang secara umum berlaku juga hukum positif. 

2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi perbankan dan masyarakat luas yang berhubungan dengan dunia perbankan syariah, agar penerapan hukum jaminan pada perbankan syariah dapat mencerminkan keadilan, sehingga kehadiran pranata hukum jaminan dapat dirasakan manfaatnya dalam dunia bisnis.
E. Definisi Istilah.

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:
1. Jaminan dalam hukum jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
 Adapun yang dimaksud dengan jaminan dalam judul tesis ini adalah jaminan/agunan yang diminta oleh bank syariah dalam setiap transaksi pembiayaan syariah.
2. Hukum jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu
 :

a. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil); Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

b. Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil); Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah
:

a.
Gadai, diatur dalam Pasal 1150 – 1160 BW.

b.
Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c.
Hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

d.
Hipotek, diatur dalam BW Buku II, yaitu dalam Pasal 1162 – Pasal 1170, Pasal 1173 – Pasal 1185, Pasal 1189 – Pasal 1194 dan Pasal 1198 – Pasal 1232. Juga diatur dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Pelayaran beserta Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1985 bagi Hipotik Kapal dan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan bagi hipotik pesawat.
3. Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

5. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 Menurut pendapat lain bank syariah adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti bahwa operasional bank syariah mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasul serta sumber-sumber hukum Islam yang lain.

F. Penelitian Terdahulu.

Dari penelusuran referensi yang ada belum banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas persoalan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum jaminan dalam pembiayaan murabahah di Bank Kalsel Syariah. Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan pembahasan ini dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiah, di antaranya adalah:

1. Tesis dengan Judul Konstruksi Hukum Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta oleh Fahruddin, dalam tesis tersebut menjelaskan bahwa kedudukan jaminan dalam pembiayaan musyarakah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Syariah Yogyakarta adalah wajib walaupun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 merupakan hal yang diperbolehkan (bukan diwajibkan) bahkan sebagian fuqoha mengharamkan jaminan pada akad musyarakah. Hal ini didasarkan pada kaedah ushul fiqh mengenai jaminan berlaku prinsip al-Mashaalih al-Mursalah yaitu mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan maslahat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, dan membawa pada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Serta secara yuridis pihak Bank BRI Syariah berpegang pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan saat ini lebih dipertegas lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai payung hukum yang mengatur mengenai kegiatan perbankan syariah di Indonesia. 
2. Skripsi dengan judul Jaminan berupa Agunan dalam Bank Syariah (Analisis Asas Kemaslahatan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Skripsi yang ditulis oleh Djoko Purnotomo menjelaskan tentang pemberlakuan jaminan dalam mudharabah tidak tergantung pada ada atau tidaknya ketetapan hukum, tapi mengacu pada kerangka sejauh mana maslahah jaminan dalam mudharabah yang ada dalam Perbankan Islam atau Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana jaminan ditetapkan dalam rangka mencegah terjadinya resiko gagal bayar dari debitur. 
3. Artikel dengan judul Konsep Lembaga Jaminan di Lingkungan Bank Syariah yang ditulis oleh Abd. Shomad, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya menjelaskan bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional. Dalam prakteknya terkadang perbankan syariah memakai aturan-aturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan. Salah satunya adalah mengenai lembaga jaminan yang dipakai sebagai pengaman dalam pembiayaan syariah. 
Berdasarkan yang disampaikan di atas, sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian tesis yang mengkaji tentang Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah terutama yang berkaitan dan fokus melakukan kajian yuridis tentang penerapannya di Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan.
G. Sistematika Penulisan.

Supaya lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka dalam kajian ini penulis menyusun sistematika pembahasan dalam V (Lima) Bab yang didalamnya terdapat sub bab, seperti yang dijelaskan berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, pada bab ini akan dibahas tentang landasan teoritis mengenai ketentuan hukum tentang Jaminan di perbankan syariah yang diuraikan dalam sub bahasan. Sub bahasan pertama tentang konsep jaminan dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Sub bahasan kedua membahas tentang urgensi jaminan dalam produk pembiayaan syariah. Sub bahasan ketiga tentang manajemen risiko pada praktik perbankan syariah dan sub bahasan yang keempat tentang pengikatan jaminan. 
Bab ketiga, pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan analisis data.
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